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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, materi mengenai 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini dapat 
disusun dengan baik. 

Materi ini disusun untuk memberikan pemahaman dasar 
hingga lanjutan mengenai proses penyelesaian sengketa tata 
usaha negara di Indonesia. Pembahasan dimulai dari pengertian, 
sejarah, dan dasar hukum PTUN, dilanjutkan dengan asas-asas 
yang berlaku, struktur peradilan, hingga kewenangan yang 
dimiliki. Selanjutnya, materi ini juga menguraikan tentang 
sengketa TUN, subjek dan objek gugatan, serta kepentingan 
hukum para pihak. 

Tidak hanya itu, pembahasan mencakup tahapan pengajuan 
gugatan, proses pemeriksaan, pembuktian, hingga jenis-jenis 
putusan yang dihasilkan oleh pengadilan. Dengan susunan yang 
sistematis, diharapkan materi ini dapat membantu pembaca 
memahami secara komprehensif hukum acara PTUN. 

Penulis menyadari bahwa materi ini masih memiliki 
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 
sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. 

Akhir kata, semoga materi ini bermanfaat bagi pembaca, 
khususnya mahasiswa dan pihak-pihak yang tertarik mempelajari 
hukum acara peradilan tata usaha negara. 
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BAB I 
Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata 

Usaha Negara 
 
A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian 
penting dalam sistem hukum di Indonesia, berfungsi sebagai 
pedoman untuk menangani sengketa antara individu atau entitas 
hukum privat dan lembaga atau pejabat pemerintahan. 
Keberadaan norma-norma dalam hukum acara ini tidak bisa 
dipisahkan dari perkembangan konsep negara hukum yang 
menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam pelaksanaan 
kewenangan pemerintahan. Di dalam negara yang berdasarkan 
hukum, setiap tindakan pemerintah harus dapat diajukan untuk 
diadili secara hukum, sehingga diperlukan sebuah mekanisme 
peradilan yang mampu menguji keabsahan tindakan itu. Di 
sinilah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berperan 
sebagai alat untuk melindungi hak-hak masyarakat terhadap 
tindakan administratif pemerintah yang dianggap merugikan. 
Secara konseptual, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 
dapat dipahami sebagai sekumpulan aturan yang menyusun 
prosedur beracara di PTUN. Aturan ini mencakup seluruh aspek 
mulai dari pengajuan gugatan, kompetensi pengadilan, cara 
pemeriksaan, pembuktian, hingga pelaksanaan keputusan. 
Dengan kata lain, norma-norma di sini adalah formal karena 
mengatur penerapan hukum materiil administrasi negara melalui 
proses peradilan. Tanpa adanya norma acara ini, hukum materiil 
tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena tidak ada 
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mekanisme untuk menuntut atau melindungi hak di depan 
pengadilan.1 

Dalam praktiknya, sengketa yang diperiksa di PTUN 
umumnya berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, 
yang merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi 
atau pejabat tata usaha negara yang bersifat spesifik, individual, 
dan final, serta memiliki konsekuensi hukum bagi individu atau 
entitas hukum privat. Jika sebuah Keputusan Tata Usaha Negara 
dinilai melanggar hukum atau merugikan kepentingan seseorang, 
maka individu yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan 
ke pengadilan. Prosedur pengajuan dan penyelesaian gugatan ini 
diatur dengan rinci dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara. Selanjutnya, Hukum Acara PTUN mencerminkan 
keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan 
umum. Di satu sisi, norma ini memberikan ruang bagi individu 
untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum terhadap 
tindakan pemerintah. Di sisi yang lain, norma ini memastikan 
bahwa pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan lancar tanpa 
terganggu oleh gugatan yang tidak berdasar. Oleh karena itu, 
dalam hukum acara PTUN terdapat sejumlah prinsip yang 
mengatur batasan dan prosedur pengajuan gugatan, seperti jangka 
waktu pengajuan, syarat formal yang harus dipenuhi, serta cara 
menyaring perkara. 

Selain itu, Hukum Acara PTUN mempunyai karakteristik 
khusus yang membedakannya dengan hukum acara perdata 
ataupun pidana. Salah satu ciri utama adalah peran aktif hakim 
dalam pemeriksaan kasus. Dalam peradilan tata usaha negara, 
hakim bertindak aktif untuk menggali fakta dan mencari 
kebenaran materiil, berbeda dengan sikap pasif hakim dalam 
peradilan perdata. Ini disebabkan oleh karakter sengketa dalam 

 
1 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 28. 


